
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan
beberapa ketentuan dan istilah  di dalam Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 agar
selaras dengan kedua undang-undang dimaksud;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara,
dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan
barang/jasa pemerintah;

c. bahwa untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam
pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan
panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan
kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah,
dipandang perlu mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat
sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat
pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengubah Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2005, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah, dan ditambah 3
(tiga) angka baru yakni angka 23, angka 24 dan angka 25,
serta diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 3 (tiga) angka
baru yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c, dan diantara
angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni
angka 8a, serta ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6,
dan angka 7 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD,
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh
penyedia barang/jasa.
1a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia
(BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara
(BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai
pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1b. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

1c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

2. Dihapus.
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa;



4. Dihapus.
5. Dihapus.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan
Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD,
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah

satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang
telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh
Pengguna Anggaran/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan
Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi
BUMD yang bertugas secara khusus untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga
Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/
BUMN/BUMD.

9. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan
Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/Direksi BUMD
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk
untuk melaksanakan pekerjaan.

11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian,
yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang
jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa
Pengguna Anggaran.

12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan
teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan
proses serta  pelaksanaannya  diawasi oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.

13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian
profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa
perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan
jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai
sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti
lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan
kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat
Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa
pemborongan, dan pemasokan barang.

15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi
keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk



memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota
Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh
panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses
pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia
barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh
panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit).

17. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan
ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan
bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh
penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban
penyedia barang/jasa.

20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia
barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit)/penyedia barang/jasa yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi  dan/atau mempunyai risiko tinggi
dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau
bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah
besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang
tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang
ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

24. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah
besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi,
yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan
oleh Gubernur.

25. Website pengadaan nasional adalah website yang
dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana
pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/
Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah."



2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:
a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang

bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah
memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri
dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing
barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan
internasional;

b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi
kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan
barang/jasa;

c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk
mempercepat proses pengambilan keputusan dalam
pengadaan barang/jasa;

d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung
jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan,
dan penyedia barang/jasa;

e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor
perpajakan;

f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa

dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana
pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia,
pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat
luas;

i. mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau
surat kabar provinsi.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 4A  sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

(1) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan
sesuai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk
surat kabar provinsi.

(3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Gubernur melaksanakan pemilihan surat
kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki
peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi
dan Informatika.


